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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai 

pada Transaksi E-commerce dan Konvensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer dan sekunder. Data primer di dapat melalui observasi dan 

wawancara dengan subjek penelitian yaitu petugas KPP Pratama Sukabumi yang 

menangani langsung terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak yang 

melaksanakan transaksi e-commerce dan wajib pajak konvensional. Data sekunder 

dilakukan dengan analisis dokumen-dokumen terkait PPN seperti Undang-undang, 

peraturan, surat edaran, dan lain-lain. Objek dalam penelitian yaitu KPP Pratama 

Sukabumi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Penelitian ini juga dilakukan dengan penerapan kearifan lokal Silih Asah 

Silih Asih dan Silih Asuh dalam implementasi Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e- 

commerce dan konvensional. 

 

 
Kata Kunci      : PPN, E-commerce, Konvensional, Kearifan lokal 
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ABSCTRACT 

The purpose of this research is to analyze the application of Value Added Tax on 

E-commerce and Conventional Transactions. The data used in this research is 

primary and secondary data. Primary data was obtained through observation and 

interviews with research subjects, namely KPP Pratama Sukabumi officers who 

directly handle Value Added Tax, taxpayers who carry out e-commerce transactions 

and conventional taxpayers. Secondary data was carried out by analyzing VAT- 

related documents such as laws, regulations, circulars, etc. The object of the 

research is KPP Pratama Sukabumi. The data collection techniques used are 

observation, interviews and documentation. This research was also carried out by 

applying the local wisdom of Silih Asah Silih Asih and Silih Asuh in the 

implementation of Value Added Tax on e-commerce and conventional transactions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Fokus penelitian ini yaitu melakukan analisis penerapan Pajak 

Pertambahan Nilai pada transaksi e-commerce dan konvensional yang 

diindikasikan masih terjadi perbedaan atau ketidaksetaraan sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Elfanso & Laura.,2023; Desi Fatmawati et al,2020; Nadeem 

& Saxena, 2018 bahwa terdapat kendala dalam penerapan perpajakan e- 

commerce, kurangnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, terdapat 

perbedaan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi e- 

commerce dan konvensional. Dengan memahami perbedaan transaksi e- 

commerce dan konvensional, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk 

merekomendasikan perubahan atau perbaikan kebijakan perpajakan yang 

mengakomodasi kedua jenis transaksi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga 

berfokus kepada melahirkan arah kebijakan baru terkait dengan kesetaraan 

pemungutan pajak transaksi e-commerce dan konvensional yang 

mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal Silih Asah Silih Asih dan Silih Asuh 

yang mengandung makna meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dapat 

mendorong peningkatan kesadaran Masyarakat. Saling mengasihi 

menumbuhkan rasa empati dan kepedulian dapat menciptakan rasa tanggung 

jawab. Saling memelihara, melindungi, dan saling membimbing. Penerapan 

nilai-nilai Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh dalam regulasi PPN dan 

implementasinya secara konsisten dapat membantu mewujudkan sistem 

perpajakan yang adil, efisien, dan efektif, serta meningkatkan keadilan sosial 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Pentingnya penelitian ini juga muncul dalam konteks keadilan 

perpajakan sebagai salah satu prinsip dasar dalam sistem perpajakan. Prinsip ini 

mengharuskan semua wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara, tanpa 

memandang ukuran usaha, lokasi, atau status hukum (Fallis, 2013). Kesetaraan 

sistem perpajakan antara e-commerce dan usaha konvensional merupakan suatu 
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kondisi dimana pelaku usaha e-commerce dan konvensional dikenakan 

perlakuan perpajakan yang sama (Pudjisaputro, 2020). Perlakuan perpajakan 

yang sama mencakup pengenaan tarif pajak, mekanisme pemungutan pajak dan 

kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya kesetaraan 

ini akan menciptakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahma, 2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa kebijakan perpajakan yang 

diterapkan bersifat adil dan setara terhadap kedua jenis transaksi tersebut, 

sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kontribusi terhadap penerimaan PPN. 

Keseimbangan yang tepat dalam penerapan perpajakan dapat mencegah 

munculnya kesenjangan kompetitif antara pelaku konvensional dan e- 

commerce, serta melindungi keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Menurut 

Sasana, (2019) pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi transaksi e- 

commerce dilansir dari DataIndonesia.id yang dilaporkan oleh Bank Indonesia 

(BI) pada tahun 2022 nilai perdagangan elektronik atau e-commerce di 

Indonesia mencapai Rp 476,3 triliun. Adapun untuk penerimaan pajak digital 

tahun 2022 mendapatkan 5,51 triliun (pajakku.com) (Farandy, 2024). 

Menurut Azizah1 et al., (2022) pengenaan dan pengawasan perpajakan 

e-commerce di Indonesia belum optimal, kendalanya adalah sistem pengawasan 

yang belum optimal. Mohdhar & Shaalan, (2021) Kecepatan perkembangan 

teknologi munculnya platform baru dan metode pembayaran digital membuat 

pengawasan semakin sulit. Pelaku usaha dapat dengan mudah berpindah 

platform atau menggunakan metode pembayaran yang sulit dilacak. Kesulitan 

dalam pengawasan terhadap pelaku usaha e-commerce juga karena bisa 

beroperasi dari mana saja sehingga menyulitkan pemerintah untuk melacaknya. 

Menurut Santoso, (2022) kesenjangan pengetahuan antara pemerintah dan 

pelaku usaha e-commerce menjadi hambatan dalam pengawasan. Pelaku usaha 

e-commerce pada umumnya lebih paham tentang teknologi dan seluk beluk e- 

commerce dibandingkan dengan pemerintah. Hal ini dapat membuat pemerintah 

kesulitan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran. 

Metode penelitian kualitatif dipilih untuk mencapai pemahaman yang 

lebih holistik dan mendalam tentang dinamika transaksi e-commerce dan 
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konvensional dalam konteks perpajakan. Menurut Creswell (2018) Penelitian 

kualitatif merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari 

apa yang terjadi pada individu atau kelompok yang berbeda mengenai masalah 

sosial atau kemanusiaan. melalui pendekatan wawancara mendalam dengan 

pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga dapat memfasilitasi penemuan 

yang tidak terduga dan mendalam, yang mungkin tidak terdeteksi oleh analisis 

kuantitatif semata (Darmalaksana, 2020). Pemilihan metode kualitatif dalam 

penelitian ini mencerminkan kebutuhan untuk melihat lebih dari sekadar angka- 

angka, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 

bagaimana transaksi tersebut dapat berdampak pada penerimaan PPN. 

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur pajak ini berasal 

dari kurangnya penelitian yang memberikan pemahaman mengenai apakah 

struktur pajak yang ada memperlakukan transaksi e-commerce dan 

konvensional secara setara atau tidak. Pemahaman ini penting untuk 

memastikan setiap sektor dikenakan pajak sesuai kontribusinya (Pudjisaputro, 

2020). Kontribusi mengacu pada tingkat manfaat yang diperoleh suatu sektor 

dari keberadaan negara. Manfaat tersebut datang dalam bentuk infrastruktur, 

pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. Semakin besar manfaat yang 

diterima suatu sektor dari negara, maka semakin besar pula kontribusi yang 

diharapkan dalam bentuk pajak. Sebab jika setiap sektor pajak tidak dikenakan 

pajak sesuai kontribusinya, maka pemerintah tidak akan mempunyai sumber 

daya yang cukup untuk membiayai pembangunan. Hal ini akan menghambat 

pembangunan dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. 

Motivasi utama penelitian berasal dari perubahan yang terjadi di sektor 

pertumbuhan e-commerce, seperti semakin banyaknya perusahaan e-commerce 

di Indonesia. Menurut Azizah1 et al., (2022) Mulyani et al., (2023) dalam 

beberapa tahun terakhir, aktivitas e-commerce meningkat secara signifikan 

sehingga menjadi pilihan utama konsumen untuk berbelanja, dan secara 

mendasar mengubah pola perilaku konsumen, yang didasarkan pada kebutuhan 

dasar manusia, termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lain-lain. 

Peningkatan penggunaan e-commerce di Indonesia ditunjukan dengan 
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peningkatan penggunaan Lazada, Shoppe, Tokopedia, Bukalapak.com, 

Traveloka dan lain-lain. Berdasarkan data Statista Market Insights, jumlah 

pengguna e-commerce di Indonesia mecapai 178,94 juta orang pada 2022. 

Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 12.79% dari tahun sebelumnya. 

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, (2023) jumlah perusahaan e-commerce 

di Indonesia mencapai 2.995.985 perusahaan pada tahun 2022. Jumlah 

masyarakat Indonesia yang menggunakan internet pada tahun 2022 mencapai 

202,6 juta orang, meningkat 20,2% dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk 

Indonesia yang memiliki smartphone juga meningkat menjadi 379,2 juta orang 

pada tahun 2022. Peningkatan penggunaan internet dan smartphone di 

masyarakat diperkirakan akan semakin mendorong pertumbuhan sektor e- 

commerce di Indonesia. Adanya bukti terkait jumlah transaksi e-commerce yang 

semakin meningkat, maka negara berpotensi menghasilkan pendapatan 

tambahan dari sektor e-commerce (Rahmadini, 2018). Perubahan perilaku 

konsumen yang beralih ke platform online untuk bertransaksi menciptakan 

kebutuhan mendalam untuk memahami dampak transaksi e-commerce pada 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Meningkatnya transaksi e-commerce tidak hanya menciptakan peluang 

baru, namun juga memberikan tantangan dalam pengelolaan sistem perpajakan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei kegiatan usaha e-commerce 

tahun 2022 pada bulan September 2023, menunjukkan bahwa 36,69% pelaku 

usaha sudah menggunakan platform e-commerce untuk berjualan, dan sisanya 

sebesar 63,31% pelaku usaha masih berjualan secara konvensional. 

Selanjutnya, kajian review yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan sistem 

perpajakan e-commerce, antara lain: (1) Karakteristik transaksi e-commerce 

yang cepat, lintas batas negara dan menawarkan inovasi model bisnis yang 

semakin berkembang. (2) Kesulitan dalam menentukan identitas pelaku 

perdagangan elektronik, mengkategorikan jenis pendapatan, administrasi 

perpajakan dan penerapan kepatuhan perpajakan (Sya’bani, 2016). 



5 
 

 

Pesatnya pertumbuhan perdagangan e-commerce sering kali 

bertentangan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak secara 

efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) rumitnya 

perpajakan e-commerce yang bersifat lintas negara dan melibatkan banyak 

pihak antara lain penjual, pembeli, dan penyelenggara e-commerce. (2) Masih 

rendahnya kesadaran perpajakan yang disebabkan oleh kurangnya wawasan 

terhadap kewajiban perpajakan. Menurut Yulia dkk (2020) literasi pajak 

merupakan proses di mana Wajib Pajak mempelajari dan menerapkan undang- 

undang dan peraturan pajak serta prosedurnya dalam melakukan kegiatan pajak 

seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lainnya. Dampak dari 

ketidakefektifan ini dapat berupa: menimbulkan dampak negatif, seperti 

pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang besar dari transaksi e-

commerce. Sebab, tidak semua transaksi e-commerce terdeteksi dan dikenakan 

pajak. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan efektivitas perpajakan e-commerce, seperti meningkatkan 

pengawasan dan memperluas jangkauannya. Berdasarkan data Kementerian 

Keuangan RI, telah terhimpun pajak pertambahan nilai (PPN) sebanyak Rp 

13,87 triliun per 31 Juli 2023. Jumlah tersebut berasal dari simpanan Rp 731,4 

miliar pada tahun 2020, simpanan sebesar Rp 3,90 triliun pada tahun 2021, 

simpanan sebesar Rp 5,51 triliun pada tahun 2022 dan simpanan sebesar Rp 

3,73 triliun pada tahun 2023. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah 

satu unsur penting perpajakan yang perlu mendapat perhatian khusus. 

Mengingat kontribusinya yang cukup besar terhadap penerimaan negara. 

Kemudahan yang ditawarkan kemajuan teknologi di era globalisasi 

tentu bukan tanpa resiko. Serangan cracker, yang dapat mengacaukan sistem 

bahkan mencuri data rahasia, adalah salah satu bahaya umum yang muncul saat 

menggunakan teknologi. Untuk mencegah kerugian yang fatal, risiko harus 

dikelola dan diantisipasi dengan baik (Puspita, 2017). Selain masalah dalam 

cyber space pemerintah juga menghadapi tantangan khusus dalam menangani 

masakah pajak, terutama pajak penghasilan e-commerce. Kemajuan yang pesat 
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dalam bidang bisnis tidak selalu diikuti oleh kemajuan dalam bidang hukum 

(Ridho, 2021). 

Berdasarkan SE-62/PJ/2013 terdapat 4 (empat) model transaksi online 

yang akan dikenakan pajak yaitu (1) online Marketplace, sebagai kegiatan 

dalam penyediaan tempat usaha berupa toko. (2) Classified Ads, sebagai 

kegiatan dalam penyedia jasa promosi atau memasang konten-konten iklan 

sebuah produk. (3) Daily Deals, penawaran khusus yang berlaku hanya untuk 

hari tertentu atau dalam kurun waktu tertentu misalnya penggunaan voucher 

potongan dalam pembelian barang. (4) Online Retail, adalah penjualan barang 

dan jasa oleh penyelenggara online retail kepada pembeli melalui situs web 

online retail. Pada saat transaksi terjadi, penyelenggara online retail dan penjual 

barang atau jasa akan memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli (Setiadi 

Alim Lim, 2016). 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210 tahun 2018 mengatur 

perlakuan perpajakan atas transaksi komersial melalui sistem elektronik (e- 

commerce). Peraturan ini mengharuskan penyedia platform marketplace 

memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain 

itu, penyedia platform marketplace juga harus memenuhi persyaratan untuk 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Direktorat jenderal pajak menyebutkan 

hanya Sebagian pelaku e-commerce yang sudah memiliki NPWP dan sudah 

lapor. Namun belum diketahui apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan 

fakta yang terjadi saat transaksi atau tidak. 

Informasi yang disajikan dalam penelitian ini mendukung tujuan 

penelitian dengan memberikan pemahaman tentang PPN, membandingkan 

penerapannya pada transaksi e-commerce dan konvensional, dan mendorong 

reformasi kebijakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam sistem 

perpajakan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan Efan Elfanso, Laura Monica.,2023; 

Yohanes Baptista et al, 2020; Wresch & Fraser, 2011; Nadeem & Saxena, 2018 

terkait analisis e-commerce dan konvensional terhadap Pajak pertambahan 
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nilai, perbandingan pajak e-commerce dan konvensional. Kesimpulan dari 

penelitian adalah masih terdapat kendala dalam penerapan pajak pada e- 

commerce, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak, adanya 

perbedaan perlakuan pajak terhadap tarif e-commerce dan konvensional, 

terdapat perbedaan mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai pada 

transaksi e-commerce dan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

dilakukan untuk menganalisis kembali penerapan pajak pertambahan nilai pada 

transaksi e-commerce dan konvensional dalam aturan perpajakan tahun 2024, 

serta dampak yang akan terjadi jika adanya ketimpangan dalam regulasi Pajak 

Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce dan transaksi konvensional. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan 

membahas mengenai “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada 

Transaksi E-commerce dan Konvensional”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis 

penerapan pajak pertambahan nilai pada transaksi e-commerce dan 

konvensional”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah 

dijelaskan, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan: “Untuk menganalisis 

penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi e-commerce dan 

konvensional”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat pokok yaitu manfaat secara 

teoritis dan praktisi: 

1.4.1 Manfaat teoritis 
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Manfaat teoritis dari penelitian ini membantu kita memahami 

bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi e-commerce dan 

konvensional. 

1.4.2 Manfaat praktisi 

 
1. Bagi peneliti 

Penelitian ini menghasilkan data baru yang dapat 

dipergunakan oleh penulis untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

atas peraturan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi e-commerce 

dan konvensional. 

2. Bagi peneliti lanjutan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

bagi peneliti selanjutnya, harapannya penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman yang lebih baik di kemudian hari.
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi e-commerce dan konvensional 

khususnya yang ada di KPP Pratama Sukabumi dengan fokus penelitian 

pada efektivitas, tantangan, dan implikasi yang dihasilkan dari kebijakan 

pajak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut: 

1. Kebijakan penerapan PPN pada transaksi e-commerce di KPP Pratama 

Sukabumi telah mendorong peningkatan dalam pendapatan dan 

menciptakan level playing field antara bisnis online dan offline. 

Namun, perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi pajak 

untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha 

digital. 

2. Wajib Pajak konvensional yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi 

tetap menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap penerapan PPN, 

meskipun ada beberapa tantangan terkait dengan kompleksitas 

pelaporan pajak dan kepatuhan administrasi. 

3. Pada transaksi e-commerce, tantangan utama meliputi kurangnya 

pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah tentang kewajiban pajak, 

serta kesulitan dalam memantau transaksi lintas batas yang dilakukan 

melalui platform internasional. 

4. Untuk transaksi konvensional, tantangan yang dihadapi berkaitan 

dengan kepatuhan administrasi dan pelaporan yang masih memerlukan 

penyederhanaan proses agar lebih efisien. 

5. Tingkat kepatuhan pajak pada sektor e-commerce yang terdaftar di KPP 

Pratama Sukabumi cenderung lebih bervariasi dibandingkan dengan 

sektor konvensional, karena adanya perbedaan tingkat pemahaman dan 

kesadaran tentang aturan pajak di kalangan pelaku usaha. 
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6. Norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak dan dukungan antar 

anggota masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk 

perilaku individu. Ketika norma di lingkungan tertentu menekankan 

pentingnya kepatuhan pajak, individu cenderung lebih termotivasi 

untuk mematuhi aturan. Dukungan dari komunitas, figur publik, dan 

influencer yang mempromosikan kepatuhan pajak dapat memperkuat 

persepsi individu tentang pentingnya mematuhi aturan pajak. 

7. Pendampingan dan pengawasan dari otoritas pajak serta komunitas 

lokal membantu memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Program 

mentorship dan bimbingan, di mana individu yang lebih berpengalaman 

membimbing yang lain, dapat membantu mengatasi tantangan yang 

dihadapi dalam kepatuhan pajak. Selain itu, pengawasan yang 

transparan dan adil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem perpajakan. 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan Waktu Observasi Penelitian 

Peneliti perlu mendapatkan persetujuan dari responden sebelum 

melakukan observasi. Hal ini tidak selalu mudah, karena harus selalu 

menyesuaikan dengan kesiapan yang menjadi objek dan subjek 

penelitian. 

2. Keterbatasan Sampel Penelitian 

Penelitian ini mungkin hanya mencakup sampel tertentu dari 

pihak petugas pajak, pelaku usaha e-commerce dan konvensional yang 

tidak sepenuhnya representatif terhadap keseluruhan populasi. 

Kompleksitasnya Transaksi e-commerce yang melibatkan berbagai 

pihak, seperti platform e-commerce, penjual, pembeli, dan penyedia jasa 

logistik juga menjadi hambatan dalam pengumpulan data. 

3. Keterbatasan Dalam Pengukuran Kepatuhan 

Mengukur tingkat kepatuhan pajak secara akurat merupakan 

tantangan karena keterbatasan akses ke data pajak yang sensitif dan 

terbatasnya indikator yang dapat digunakan untuk menilai kepatuhan 

secara objektif. 
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4. Perubahan Kebijakan Pajak 

Perubahan kebijakan pajak yang terjadi selama periode 

penelitian bisa mempengaruhi hasil dan kesimpulan. Penelitian ini tidak 

sepenuhnya mempertimbangkan dampak dari perubahan kebijakan 

pajak terbaru atau yang akan datang. 

5. Fokus Geografis 

Penelitian ini terbatas pada wilayah geografis tertentu, yang 

berarti bahwa temuan dan kesimpulan mungkin tidak dapat 

diaplikasikan secara universal di berbagai wilayah dengan peraturan dan 

kondisi pasar yang berbeda. 

6.3 Saran 

1. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup sampel yang lebih besar dan 

lebih beragam, termasuk pelaku usaha dari berbagai daerah, sektor 

bisnis, dan skala usaha, untuk memperoleh hasil yang lebih 

representatif dan dapat digeneralisasi. 

2. Mengkaji bagaimana teknologi baru dan inovasi dalam transaksi 

digital, seperti blockchain dan sistem pembayaran digital, dapat 

mempengaruhi kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi pajak. 

3. Meneliti bagaimana kolaborasi antara otoritas pajak dan platform e- 

commerce dapat diperkuat untuk memantau dan menegakkan 

kepatuhan pajak secara lebih efektif. 

4. Selalu update dengan kebijakan pajak terbaru dan buat skenario analisis 

untuk memperhitungkan kemungkinan perubahan kebijakan di masa 

mendatang. 

5. Sertakan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan 

kebijakan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Buatlah catatan khusus 

tentang periode kebijakan yang berlaku selama penelitian dan 

pertimbangkan dampaknya dalam analisis hasil. 

6. Lakukan studi komparatif dengan melibatkan berbagai wilayah 

geografis yang memiliki peraturan dan kondisi pasar yang berbeda. Ini 

akan membantu dalam memahami variasi dan pola yang ada di berbagai 

wilayah. Jika memungkinkan, kolaborasi dengan peneliti lokal di 
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wilayah lain untuk mendapatkan wawasan dan data yang lebih relevan 

serta memastikan hasil penelitian lebih umum dan aplikatif. 
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